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Abstrak 

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan otonomi daerah dapat memberikan 
peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan publik sesuai cita-cita reformasi. Menggunakan 
analisis deskriptif literatur review. Efektifitas dan tolak ukur adanya kualitas pelayanan publik 
sangat ditentukan oleh substansi adanya transparansi dan akuntabilitas melalui kapasitas 
komunikasi publik yang baik, Adanya komitmen manajemen pelakasanaan Standar Operasional 
Prosedur yang lebih adil dan demokratis, Kemudian memastikan kemampuan birokrasi dalam 
menyediakan pelayanan publik serta memastikan adanya kontrol masyarakat dalam melakukan 
pengaduan atas pemenuhan hak-haknya berjalan optimal. Walaupun disisi lain kerjasama daerah 
dalam era otonomi daerah, masih sarak akan kepentingan elit dan golongan tertentu. Namun 
bukan berarti mengabaikan kontrol manyarakat sebagai kendali yang mampu memastikan adanya 
kultur demokrasi dalam sistem pelayanan publik  

 
Kata Kunci: Pelayanan Publik; Demokrasi; Otonomi Daerah  
 

Abstract 

This paper aims to analyze how regional autonomy policies can provide improving the quality and 
effectiveness of public services in accordance with the ideals of reform. Use descriptive analysis of 
the literature review. Effectiveness and benchmarks for the quality of public services largely 
determined by the substance of the existence of transparency and accountability through capacity 
good public communication, Management commitment to implementing Standard Operations 
More fair and democratic procedures, Then ensure the ability of the bureaucracy in provide public 
services and ensure public control in carrying out complaints on the fulfillment of their rights run 
optimally. Although on the other hand regional cooperation In the era of regional autonomy, the 
interests of certain elites and groups are still full of excitement. However does not mean ignoring 
community control as a control that is able to ensure the existence of democratic culture in the 
public service system. 
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PENDAHULUAN  

Kajian ini berangkat dari sebuah pengamatan objektif dan normatif atas beragam 

implikasi akibat kemajuan daerah dalam perspektif desentralisasi serta reformasi birokrasi 

di Indonesia. Artinya  sejak reformasi hingga saat ini, tercatat dalam memori konstitusi, 

regulasi yang mengatur tentang otonomi daerah telah berulang kali mengalami perubahan 
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dan sejak reformasi berawal dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang 

Pemerintahan Daerah yang tergolong masih sentralistik di ikuti oleh Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

kemudian Desentralisasi semakin nyata sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 yang kemudian mengalami revisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah demikian pula dalam hal berimbangan keuangan juga 

merujuk atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. (Pratiwi, 2014) implikasi sangat nyata 

dirasakan dari seruluh rangkaian regulasi tersebut adalah perubahan dalam pelaksanaan 

sistem pemerintahan di daerah yang semula bersifat sentralistik dengan sistem top down 

begeser kepelaksanaan pemerintah daerah yang bersifat desentralistik. Secara formal 

pemerintah menyerahkan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengurus rumah 

tangganya sendiri dan memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan aspirasi masyarakatnya.   

    Utomo, (2014) menyebut bahwa penguatan  otorisasi  pemerintah  daerah melalui 

kebijakan otonomi ini menghasilkan kemajuan dibidang demokrasi lokal dengan 

menerapkan sistem keterbukaan informasi dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, 

sesuai dengan tujuan desentralisasi dan otonomi daerah adalah mendekatkan pemerintah 

kepada masyarakat yang dilayani sehingga pemerintah daerah dapat mengakomodir 

seluruh kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya untuk mewujudkan masyarakat yang 

sejahtera. Paradigma desentralisasi telah menumbuhkan kepekaan masyarakat untuk 

menuntut kualitas pelayanan publik (public service) yang merupakan kewajiban dari 

pemerintah daerah. (Rukayat, 2017) menegasakan bahwa untuk meningkatkan pelayanan 

publik yang berkualitas dan bermutu, pemerintah daerah sebaiknya merubah paradigma 

berfikir dan bertindak yang ada di birokrasi daerah dari paradigma dilayani, pangreh praja, 

memerintah dan menguasai menjadi paradigma melayani, pelayan masyarakat, penyuguhi 

masyarakat, memfasilitasi dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelayanan 

publik, memberikan pelayanan prima, responsif, transparan, akuntabel, komunikatif. 

Berkaitan dengan hal tersebut, (Fontanella & Rossieta, 2014) mengemukakan, bahwa 
penyelenggara pelayanan publik harus bertanggungjawab dalam menjalankan 
wewenangnya dengan baik, karena publik memiliki hak untuk mengontrol, 
mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban aparat pemerintah (melalui wakilnya). 
Dengan menganggap dengan akuntabilitas dan responsibilitas publik, setiap aparat 
pemerintah diminta untuk dapat mempertanggungjawabkan hak, kewajibannya, 
tindakannya, keahliannya bahkan waktu yang dipergunakan di depan publik, dengan 
sistem administrasi negara yang efisien dan efektif bu- kan berarti pengaduan publik di 
berbagai aspek pembangunan sudah meningkat kearah yang lebih baik, tetapi merupakan 
ciptaan kreatif dasar pengelolaan pemerintahan yang proaktif terhadap berbagai kebutuhan 
publik. Posisi aparatur pemerintah seharusnya mampu men- dorong aktivitas publik 
(Unerman, 2014). 
 Gie, (2013) menegaskan bahwa peran birokrasi tidak hanya mengandalkan 
kebutuhan barang dan jasa publik, melainkan sekaligus sebagai motivator tumbuh 
kembangnya peran serta masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sendiri. 
Profesionalisme yang dikembangkan melalui kekuatan etika dan moralitas, penegakan 
supremasi hukum merupakan faktor utama untuk mewujudkan penyelenggaraan 
pelayanan publik yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabel, membawa pengaruh 
terhadap partisipasi masyarakat serta melestarikan keperca yaan masyarakat, terhadap 
aparatur birokrasi pemerintah. 
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Sejauh ini ada anggapan dan kesan bahwa penyelenggaraan pelayanan merupakan 
monopoli pemerintah, masyarakat dilibatkan hanya pada saat pemerintah membutuhkan 
informasi dari masyarakat. Pendapat ini ditanggapi oleh (Basri, 2013) yang menyatakan 
keluhan-keluhan masyarakat merupakan indikator pelayanan yang diberikan belum 
memenuhi harapan masyarakat, kemampuan sebuah organisasi mengenali kebutuhan 
masyarakat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dalam pelayanan, direalisasikan 
dalam kebijakan dan kgiatan, prosedur pelayanan dinilai dengan adanya saluran 
komunikasi atau cara untuk menampung keluhan keluhan masyarakat (Mariana, (2013). 

Mengingat negara Indonesia adalah negara demokrasi, dimana kekuasaan berasal 
dari rakyat, rakyat yang menentukan dan memberi arah yang sesungguhnya 
menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu, wajar jika Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah yang mewakili rakyat seharusnya mampu menyusun kebijakan dalam 
peraturan daerah tentang pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat di daerahnya, baik di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, ekonomi, 
sosial budaya, dan bidang lainnya. Selain hal itu, di dalam masyarakat demokratis 
seringkali timbul persoalan bagaimana menyerap opini publik dan membangun suatu 
kebijakan tentang pelayanan publik yang mendapat dukungan publik. Pada saat ini, 
pelayanan publik menjadi isu yang sangat strategis dan sensitif dimana masyarakat semakin 
kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan publik. 

Masyarakat memandang pelayanan publik merupakan hak masyarakat sebagai 
sarana pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. 
Oleh karena itu nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan keterlibatan masyarakat 
dalam mengambil kebijakan merupakan faktor pendukung dalam mewujudkan 
kesejahterakan masyarakat. 

Saat ini perhatian masyarakat tertuju pada sejauhmana kebijakan otonomi daerah 
dapat memberikan peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan publik. Hal ini 
disebabkan karena kebijakan pada masa orde baru yang bersifat sentralistik menimbulkan 
efek daerah tidak dapat mengambil kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat sehingga kualitas pelayanan publik di daerah menjadi sangat rendah. Kondisi 
ini dapat membuat kualitas manajemen pemerintahan menjadi tidak produktif, tidak efektif 
dan tidak efesien sehingga muncul pula kualitas pelayanan publik yang tidak akuntabel, 
tidak transparan, ditambah lagi dengan kedudukan masyarakat masih diberlakukan sebagai 
objek, bukan sebagai sub jek. Dari uraian di atas akan dibahas tentang Model Demokrasi 
dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Otonomi Daerah dalam Meningkatkan 
Kesejahteraan Masyarakat Pasca Reformasi). 

 

LITERATUR REVIEW 

Efektivitas Pelayanan Publik 

Kriteria yang bisa digunakan untuk menilai atau mengukur suatu efektivitas 
menurut (Hilda, 2014) kemampuan menyesuaikan diri; produktivitas; kepuasan kerja; 
kemampuan berlaba; pencarian dan pemanfaatan sumber daya manusia. Berdasarkan dari 
lima kriteria terse- but, hanya 3 (tiga) kriteria saja yang digunakan untuk mengukur 
efektivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan publik, yaitu: kemampuan 
menyesuaikan diri, produktivitas dan kepuasan kerja. 

Kemampuan menyesuaikan diri berkaitan erat dengan kehidupan manusia di dalam 
memenuhi kebutuhan hidupnya harus bekerjasama dengan orang lain. Selanjutnya 
produktivitas merupakan rasio antara masukan dan keluaran. Pada organisasi publik 
produktivitas adalah sejauhmana target yang ditetapkan oleh organi- sasi dapat 
direalisasikan dengan baik. Kepuasan kerja merupakan keadaan emosional yang me- 
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nyenangkan atau tidak menyenangkan bagi seorang pekerja. Kepuasan kerja mencair-
minkan sikap seseorang terhadap pekerjaannya. 
 Fitriana, (2014) mengatakan, ada hubungan positif yang signifikan antara kepuasan 
kerja dengan produktivitas kerja, menunjukkan bahwa semakin tinggi kepuasan kerja yang 
diterima karyawan semakin tinggi pula produktivitas kerjanya. Dengan pelayanan publik 
yang baik dan efisien, daerah kabupaten dan kota lebih dekat kepada rakyat yang harus 
dilayani, maka wajar jika daerah diberi wewenang yang besar dengan tujuan untuk 
meningkatkan pelayanan publik di daerahnya. 

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara melindungi 
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 
mencairdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pernyataan tersebut memuat tentang 
tujuan negara Indonesia adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui 
penyelenggaraan kepentingan umum seperti menyelenggarakan pendidikan, memberikan 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memberikan perlindungan hukum dan tidak 
diskriminatif dengan memberikan akses kepada rakyat untuk mendapatkan pelayanan dari 
pemerintah baik secara ekonomi, politik, sosial dan budaya. (Hafizh, 2016) dan (Aprilia, 
Wijaya, & Suryadi, 2014) 

Negara Indonesia telah mengalami empat kali, perubahan UUD pertama Tahun 
1999, perubahan kedua Tahun 2000, perubahan ketiga Tahun 2001 dan perubahan keempat 
Tahun 2002 telah memberi implikasi politik yang sangat luas dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia. Dari empat kali perubahan tersebut menimbulkan pengaruh signifikan dalam 
kehidupan politik Indonesia yang lebih demokratis sesuai dengan perkembangan dan 
perubahan masyarakat. 

Sebagai negara yang demokratis pelayanan publik merupakan hak dasar setiap 
warga negara yang harus dipenuhi oleh negara, selain itu pelayanan publik merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyatnya. 
Pasal 18 A UUD 1945 memuat prinsip-prinsip dasar yang memungkinkan terselenggaranya 
pelayanan masyarakat, hal tersebut diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

Pengertian pelayanan publik menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 
penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik. 

Menurut (Barker, Johnson, Hunt, George, & Tsugita, 2016) pelayanan publik adalah 
pelayanan yang ditargetkan sebagai kepuasan bagi siapapun menerimanya. Dari pendapat 
dan pengertian pelayanan publik di atas dapat dipahami bahwa pelayanan publik adalah 
pemberian layanan atau melayani kebutuhan, kepentingan orang/masyarakat atau 
organisasi lain baik di pusat atau di daerah yang ditujukan untuk memberikan kepuasan 
kepada penerima pelayanan. Sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan 
oleh undang- undang. Segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik 
maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab dilaksanakan oleh institusi pemerintah 
pusat dan daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. 
 Djamiarti, (2015) penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi 
penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-
undang, untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-
mata untuk kegiatan pelayanan publik. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 63/KEPMEN/PAN/17/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik, antara lain memuat tentang hakekat pelayanan publik adalah pemberian 
pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur 
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negara sebagai abdi masyarakat. 
Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993 menegaskan bahwa dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 
Pertama, hak dan kewajiban bagi pemerintah maupun penerima pelayanan umum harus 
jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak. Kedua, pengaturan setiap bentuk 
pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan 
masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitas. Ketiga, mutu, proses dan 
hasil pelayanan umum harus diupayakan agar memberi keamanan, kenyamanan, 
kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, apabila 
pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah terpaksa harus mahal, 
maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada 
masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. (M. Harun Alrasyid, 2017) 

Pelayanan publik merupakan pola hubungan antara negara dengan masyarakat 
yang lebih mementingkan kepentingan masyarakat. Sebagai akibatnya, negara dituntut 
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik dan lebih demokratis, 
yang menekankan hak antara sesama warga negara. 

 
Tolak Ukur Kualitas Pelayanan Publik 

Undang-undang Pelayanan publik menegaskan bahwa standar pelayanan adalah 
tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan 
penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat 
dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat mudah terjangkau dan terukur. 
Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan 
memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi 
lingkungan. Penyusun dan penetapkan standar pelayanan penyelenggara wajib mengikut 
sertakan masyarakat dan pihak terkait, pengikut sertaan masyarakat dan pihak terkait 
dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan 
memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah serta memperhatikan keberagaman. 
 Pratama, (2013) mengatakan, dalam praktek pelayanan publik di berbagai daerah, 
seharus- nya birokrasi selalu memberi perhatian terhadap permasalahan yang ditimbulkan 
dari pengaduan masyarakat. Keterlibatan birokrasi dalam pelayanan publik disamping 
menunjukkan manfaat dan keunggulan tertentu, sekaligus juga menunjukkan 
kelemahannya, yaitu terbatasnya sumber daya yang mumpuni serta ditambah dengan 
peraturan-peraturan yang membuat birokrat daerah bekerja dengan kaku. Birokrasi juga 
masih mendahulukan kepentingan tertentu tanpa memperhatikan konteks atau dimana 
birokrat bekerja atau berada dan mendahulukan orang atau suku sendiri merupakan 
tindakan yang biasa dilakukan dan diterapkan dalam konteks organisasi publik. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 
Pelayanan Publik sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 mencantumkan bahwa 
penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap 
institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan 
undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hu- kum lain yang dibentuk 
semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi No. 36 Tahun 2012 bahwa rancangan standar pelayanan yang telah disusun oleh 
tim penyusun standar pelayanan, sebelum ditetapkan, terlebih dahulu dilakukan 
pembahasan, dalam penetapan standar pelayanan publik dinyatakan kegiatan 
pengikutsertaan masyarakat dilakukan dalam forum pembahasan rancangan standar 
pelayanan (SP) dan sekurang-kurangnya dilaku- kan 2 (dua) kali, yaitu pada tahapan 
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pembahasan rancangan standar pelayanan, dan setelah standar pelayanan selesai disusun 
dan ditetapkan, sekaligus dilanjutkan untuk mendiskusikan proses penyusunan maklumat 
pelayanan. Tujuan dari ikut sertanya masyarakat dalam forum pembahasan bersama adalah 
untuk menyelaras- kan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan 
kebutuhan/kepentingan masyarakat dan kondisi lingkungan guna mengefektifkan 
pelayanan yang berkualitas. 

Asas penyelenggaraan pelayanan publik mencakup hal-hal yang wajib dipenuhi, 
sebagai pedoman pembentukan sebuah peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik 
dengan tu- juan untuk mensejahterakan masyarakat. Dari unsur tersebut ibarat sebuah 
sistem secara fungsional saling melengkapi satu sama lain. Jika salah satu sistem tidak 
berjalan dengan baik menimbulkan ketidak seimbangan dalam pelaksanaan/ 
penyelenggaraan pelayan publik yang dapat merugikan masyarakat. 

Penyelenggara  wajib  mengikut sertakan masyarakat sebagai pihak terkait dalam 
menyusun standar pelayanan, hal ini didukung oleh Pendapat (Tahir, 2016) yang 
mengatakan, perilaku birokrasi pemerintahan harus mengakomodasi dan menyalurkan 
kepentingan rakyat melalui berbagai kebijakan yang sesuai dengan kepentingan umum dan 
diarahkan membangun partisipasi masyarakat dalam mendukung dan mengelola kegiatan 
pemerintahan yaitu kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang berpola pada hubungan 
keduanya. 

Komunikasi dalam pelayanan publik memiliki peran yang sangat penting oleh 
karena proses penyelenggaraan pelayanan publik dengan kelengkapan yang meliputi 
ketersediaan sumber daya ma- nusia, anggaran biaya, sarana dan prasarana serta metode 
pemberian pelayanan perlu dikemas dalam komunikasi yang baik antara penyedia dan 
pengguna layanan, tanpa komunikasi yang baik maka masyarakat tidak mengetahui upaya 
apa yang telah dilakukan oleh unit penyedia layanan publik (Kroll & Proeller, 2013). 

Kualitas dalam penyelenggaraan sebuah pelayanan harus selalu dijaga dan 
ditingkatkan, mengingat masyarakat semakin cerdas menilai mana pelayanan yang baik 
dan mana yang buruk. (Aisyah, 2014) mengutip pendapat Love Lock yang menyatakan, 

lima prinsip yang harus diperhatikan dalam pelayanan publik agar kualitas Pelayanan 
publik dapat dicapai. Pertama, tangible (terjemah) kemampuan fisik, peralatan, personil, dan 
komunikasi matrial, bentuk pelayanan fisik tersebut berupa kemampuan menggunakan dan 
memanfaatkan segala fasilitas alat dan perlengkapan di dalam memberikan pelayanan, 
sesuai dengan kemampuan penguasaan teknologi yang ditunjukkan secara fisik dan bentuk 
tampilan dari pemberi pelayanan sesuai dengan perilaku yang ditunjukkan. Kedua, reliabel 
(handal) yaitu kemampuan memberikan pelayanan sesuai dengan tingkat pengetahuan 
yang dimiliki, handal dan terampil menguasai bidang kerja yang diterapkan, sesuai 
pengalaman kerja yang ditunjukkan dalam menggunakan teknologi kerja. 

Ketiga, responsiveness (pertanggungjawaban) adalah rasa tanggungjawab terhadap 
mutu pelayanan dimana setiap pegawai dalam memberikan bentuk-bentuk pelayanan, 
mengutamakan aspek pelayanan yang sangat mempengaruhi perilaku orang yang 
mendapat pelayanan, sehingga diperlukan kemampuan daya tanggap dari pegawai untuk 
melayani masyarakat sesuai dengan tingkat penyerapan. Keempat, assurance (jaminan) yaitu 
pegawai yang memiliki pengetahuan, prilaku dan kemampuan sehingga orang yang 
menerima pelayanan me- rasa puas dan yakin bahwa segala bentuk urusan pelayanan yang 
dilakukan tuntas dan selesai sesuai dengan kecepatan, ketepatan, kemudahan, kelancaran. 
Kelima, emphaty (empati) yaitu mampu melayanani orang yang dilayani dengan penuh 
perhatian terhadap berbagai masalah yang membutuhkan pelayanan. Oleh karenanya, 
empati dalam suatu organisasi kerja menjadi sangat penting dalam memberikan suatu 
kualitas layanan sesuai prestasi kerja yang ditunjukkan oleh seorang pegawai. 

Kualitas pelayanan berkaitan erat dengan kepuasan yang diterima oleh penerima 
pelayanan. Jika kinerja berada dibawah harapan, pelanggan akan tidak puas. Jika kinerja 
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mele-bihi harapan, maka pelanggan akan merasa sangat puas atau senang. Menurut solusi 
mengatasi persoalan kemunduran birokrasi dalam pelayanan publik meliputi: merubah 
persepsi dan paradigma birokrasi mengenai konsep pelayanan; adanya kebijakan publik 
yang lebih mengutamakan kepentingan publik dan pelaya- nan publik disbandingkan 
dengan kepentingan penguasa atau elit tertentu; unsur pemerintah privat dan masyarakat 
harus merupakan all together yang sinergi; adanya peraturan daerah yang mampu 
menjelaskan standar minimal pelayanan publik dan sanksi yang akan diberikan; adanya 
mekanisme pengawasan sosial yang jelas mengenai pelayanan publik antara birokrat dan 
masyarakat yang dilayani; adanya kepemimpinan yang kuat dalam melaksanakan 
komitmen pelayanan publik; adanya pembaharuan dibidang sistem administrasi publik; 
dan adanya upaya untuk memberdayakan masyarakat empowerment secara terus menerus 
dan demokratis. 

Tercapainya pelayanan prima dalam otonomi daerah, pemerintah daerah perlu 
memperhatikan dimensi kualitas pelayanan, serta penerbitan peraturan daerah yang 
mampu menempatkan masyarakat sehingga dapat berpartisipasi sebagai informan, 
korektor, dan evaluator terhadap kualitas pelayanan publik. Pemerintah/birokrasi dalam 
memberi pelayanan kepada publik menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan 
pribadi atau golongan, rela berkorban dan bekerja keras tanpa pamrih. Dengan semangat 
kejuangan itu seorang birokrat akan sanggup bertahan dari godaan untuk tidak berbuat 
yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, kebaikan keindahan, kebebasan, 
persamaan dan keadilan (Ashari, E., 2015). 
 

METODOLOGI 
Penelitian ini menggunakan analisi review yaitu pengumpulan data menggunakan 

data base scopus dan science and tekchnology index kemudian diklasifikasi melalui tabel 
taxonomi literature review (Snyder, 2019 & Cogliandro et al., 2020). Selanjutnya dilakukan 
perbandingan dan analisis mendalam untuk mengetahui sistem dan model demokrasi di 
berbagai negara, baik dari sudut pandang penggunaan sistem, kebijakan, penerapan 
maupun evaluasi terhadap perkembangan dinamika politik global 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Model Demokrasi dalam Pelayanan Publik 
Berbicara tentang pelayanan publik tidak akan terlepas dengan masyarakat dan 

demokrasi, sejak reformasi sistem pemerintahan yang semula yang menganut sentralisasi 
beralih ke model desentralisasi. Tujuan desentralisasi adalah peningkatan efisiensi dan 
efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam 
pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah 
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat memberi 
makna bahwa penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah memuat prinsip 
demokrasi yang menuntut partisipasi masyarakat dan kemandirian masyarakat di daerah 
(Nurmandi, 2014). 

UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dimana 
kedaulatan adalah ditangan rakyat. Dalam pandangan faham demokrasi, hak 
menyampaikan pendapat dan aspirasi terhadap terselenggaranya pemerintahan yang baik 
adalah merupakan bagian dari pengejawantahan kedaulatan rakyat. Negara yang 
menerapkan asas demokrasi akan selalu melibatkan partisipasi masyarakat dalam 
penetapan dan perumusan kebijakan termasuk kebijakan penyelenggaraan pelayanan 
publik. 
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Negara yang menganut sistem perwakilan, partisipasi masyarakat tetap diperlukan 
karena selain untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, juga diperlukan untuk 
mewujudkan masyarakat yang demokratis. Secara formal proses untuk mewujudkan 
produk undang-undang yang responsif melalui wujud partisipasi masyarakat sudah 
dilaksanakan karena beberapa peraturan Undang-undang yang mengatur mengenai tata 
cara pembentukan peraturan perundang-undangan sudah mengatur hal tersebut. (Martini, 
2018) penerimaan aspirasi masyarakat secara substansi oleh para pembentuk Undang-
undang untuk mewujudkan undang-undang yang responsif sangat tergantung pada sikap 
dan cara pandang pembentuk Undang-undang dengan berbagai kepentingan yang ada di 
dalamnya. 

Partisipasi masyarakat merupakan dasar pelaksanaan demokrasi sesuai dengan cita- 
cita negara demokrasi yaitu mengedepankan kesejahteraan rakyat. (Fahrudin, 2015) 
menyatakan, hubungan antara partisipasi masyarakat dengan demokrasi memuat unsur-
unsur sebagai berikut. Pertama, pemahaman yang jelas oleh war- ga negara tentang berbagai 
hal yang perlu diketahui; kedua, adanya wadah para warga negara dan masyarakat sipil 
(civil society) mendiskusikan berbagai hal secara cerdas; ketiga, partisipasi yang efektif bagi 
para warga negara dalam proses pengambilan keputusan; keempat, kontrol akhir terhadap 
putusan-putusan politik tetap berada ditangan rakyat, dan kelima, kekuasaan publilk yang 
impersonal, yakni senantiasa dibatasi oleh hukum dengan pusat otoritas yang beraneka 
ragam. 

Berdasarkan kelima unsur diatas dapat dikatakan bahwa landasan negara demokrasi 
adalah rakyat berhak untuk menentukan nasibnya, hak rakyat untuk menentukan nasibnya 
tersebut tidak hanya diberikan pada tingkat pemerintah pusat melainkan pada setiap 
tempat dari daerah kota sampai ke desa. Tiap-tiap kelompok atau golongan/rakyat 
memiliki akses untuk menyampaikan pendapatnya, dengan diberlakukannya otonomi 
daerah dan pemberian status kewenangan otonomi daerah kepada daerah yang tujuannya 
adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan penyelenggaraan 
negara demokrasi. Selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara, yang mengatur 
mengenai hak dan tanggung jawab serta kewajiban masyarakat dan penyelenggara negara. 

Penyelenggara pelayanan publik yang disebut penyelenggara adalah setiap institusi 
penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-
undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain dibentuk semata-mata 
untuk kegiatan pelayanan publik. Penyelenggara wajib mengikut sertakan masyarakat 
dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem 
penyelenggaraan pelayanan publik yang adil transparan dan akuntabel. 

Reformasi kebijakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus tetap 
berorientasi pada demokratisasi. Kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik harus 
tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi lokal (local wisdom, local cultural) sehingga 
birokrasi pelayanan publik akan mengakar kuat. seiring dengan itu, demokratisasi yang 
terus berproses di tengah masyarakat harus menjadi orientasi birokrasi pelayanan publik 
yang akan dibentuk. Dengan demikian, birokrasi pelayanan publik berjalan seiring dengan 
benih demokrasi didaerah, sesuai dengan local culture dan local wisdom dalam kehidupan 
masyarakat suatu bangsa (Al-fairi, 2017). 

Pentingnya struktur pengaturan pelayanan publik untuk dicermati dan dibenahi 
lebih detail kasus demi kasus dalam berbagai sektor pelayanan, sementara pengaturan 
pelayanan publik masih dirasakan gamang hanya sekedar memenuhi tuntutan tugas dan 
peraturan. Pengaturan tentang tertib pelayanan publik, masih tersebar-sebar dalam berbagai 
peraturan yang terfragmentasi secara sektoral dan tak menggambarkan koherensi yang 
logis, apalagi masing-masing bersandar pada standar yang berbeda- beda, telah menjadikan 
pelayanan publik yang ada di Indonesia saat ini tetap berada pada suatu kondisi yang 
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unmanageable. Pendapat Larasati menggambarkan pentingnya peraturan- peraturan hukum 
yang mengatur pelayanan publik antara satu dengan yang lain saling men- dukung untuk 
mewujudkan suatu kepastian hukum/tidak ambigu yang dijadikan sebagai pedoman yang 
dapat memberi perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan 
publik (Al-fairi, 2017). 

Penerima pelayanan selain mempunyai hak dan kewajiban, juga mendapat 
perlindungan hukum dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik. 
(Nurcholis, 2015) mengatakan Perlindungan hukum bagi masyarakat dalam memperoleh 
pelayanan publik oleh pemerintah melalui perlindungan hukumpreventif maupun 
perlindungan hukum refresif memiliki makna memberikan perlindungan kepada 
masyarakat agar terlindungi dengan perangkat-perangkat hukum.  

Perlindungan hukum bagi masyarakat dilakukan agar hak-hak maupun kewajiban 
masyarakat dalam memperoleh pelayanan terpenuhi diantaranya hak atas kebenaran isi 
standar pelayanan; hak mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan; hak 
mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan; hak atas 
memberitahukan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang 
diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan; hak mengadukan pelaksana yang 
mengadukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan 
kepada penyelenggara dan ombudsman; dan hak untuk mendapat pelayanan yang 
berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan. 

Terbitnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik adalah 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan, bagi 
setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang 
diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagaimana dinyatakan dalam 
Pasal 1 ayat 1 pengaturan ini, Dapat dilihat dari teori yang berkaitan erat dengan 
masyarakat yaitu melihat bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat seperti yang 
dikemukakan oleh William J. Chambliss and Robert B. Seidman, yang melihat bekerjanya 
hukum di dalam masyarakat didasarkan pada dua konsep yang berbeda yaitu konsep 
tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat (prediction of consequences) yang 
dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang 
aspek rangkap dari suatu peraturan hukum (Mariana, 2013). 

Teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat jika diterapkan pada Model 
demokrasi dalam Peningkatan pelayanan publik, menggambarkan 4 (empat) unsur yang 
saling berkaitan sangat erat. Pertama, setiap peraturan hu- kum menunjukkan tentang 
bagaimana peme- gang peranan (role occupant) harus bertindak; kedua, bagaimana pemegang 
peranan itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi 
peraturan hukum yang ditujukan pada sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga 
pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai 
dirinya; ketiga, bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon 
terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan 
kepada mereka sanksi-sanksinya, ke-seluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik 
dan lain-lainnya mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari para 
pemegang peranan; dan keempat, bagaimana para pembuat undang-undang itu akan 
bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, 
sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan 
lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari 
pemegang peranan serta birokrasi. Keempat unsur diatas dapat diketahui setiap anggota 
masyarakat sebagai pemegang peranan ditentukan tingkah lakunya oleh pola peranan yang 
diharapkan baik oleh norma-norma hukum maupun kekuatan-kekuatan di luar hukum. 

Teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat tersebut, mencerminkan penerapan 
sebuah demokrasi dimana masyarakat sebagai pemegang peran (role occupant) merupakan 
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faktor penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu unsur 
kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat menekan lembaga pembuat hukum berupa 
tuntutan-tuntutan untuk memecahkan masalah yang ada di dalam masyarakat. Akhirnya 
lembaga penegak hukum bekerja membuat peraturan yang bertujuan mengatur masyarakat 
agar menjadi lebih baik. 
  Teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat tersebut jika dihubungkan dengan 
model demokrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bahwa lembaga 
pembuatperaturan (law making institution) dalam membentuk dan menyusun peraturan atau 
kebijakan bersama- sama masyarakat dalam bentuk partisipasi sehingga dapat terjadinya 
hubungan komunikasi antara pembuat peraturan dengan masyarakat (stakeholders). 
Lembaga penerap sanksi yang terdiri dari aparat birokrasi juga dipengaruhi faktor sosial-
personal selaku pengontrol terha- dap pelayanan publik yang berkualitas. Jika ternyata ada 
indikasi bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparat birokrasi memiliki kualitas 
rendah, hal ini disebabkan karena aparat birokrasi tidak melaksanakan tugasnya melayani 
masyarakat secara optimal. Selanjutnya pemegang peran masyarakat (stakeholders) dalam 
sistem demokrasi bertindak sebagai subjek yaitu dapat memberikan respon sebagai umpan 
balik baik kepada pembuat peraturan (law making institution) dan kepada penerap sanksi. 

Berdasarkan uraian diatas maka penerapan model demokrasi dalam meningkatkan 
kualitas pelayanan publik yang dikaitkan dengan pengertian awal demokrasi yaitu 
pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat adalah 
pemerintahan negara itu mendapat mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan 
pemerintahan, pemerintahan oleh rakyat yaitu pemerintahan negara itu dijalankan oleh 
rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat maksudnya pemerintahan itu menghasilkan dan 
menjalankan kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan 
rakyat. 

Penerapan model demokrasi mengandung arti bahwa penyelenggaraan 
desentralisasi dan otonomi daerah berkaitan dengan pelayanan publik menuntut adanya 
partisipasi dan kemandirian masyarakat daerah untuk ikut serta mengambil kebijakan. Ada 
dua hal yang menjadi point pada Model demokrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan 
publik. Pertama, lembaga pembuat peraturan selaku penyelenggara pemberi pelayanan 
(pemerintah) harus bersikap terbuka, transparansi, tidak diskriminatif dalam menyusun dan 
menetapkan standar pelayanan dan wajib mengikut sertakan masyarakat dan pihak terkait 
agar kebijakan publik sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat; dan ke- dua, 
pemegang peran (stakeholders) selaku penerima layanan memiliki posisi setara dengan 
lembaga pembuat peraturan, maksudnya masyarakat memiliki kedudukan selain sebagai 
objek juga sebagai subyek. Disatu pihak stakeholders sebagai obyek melaksanakan peraturan 
yang dibuat oleh pemerintah. Selain hal itu, stakeholders juga sebagai subjek yang memiliki 
hak untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil kebijakan seperti yang dinyatakan dalam 
Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa masyarakat berhak memberikan 
masuk secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan”. 
Masukan secara lisan dan tertulis dapat dilakukan dengan: rapat dengar pendapat umum; 
kunjungan kerja; sosialisasi; dan seminar lokakarya dan diskusi. 

Selanjutnya Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menegaskan 
penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, 
transparan dan akuntabel. Pengikut sertaan masyarakat dalam pelayanan publik 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan 
pelayanan publik yang meliputi: penyusunan kebijakan pelayanan publik; penyusunan 
standar pelayanan; pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan 
pemberian penghargaan. Keikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik disampaikan 
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dalam bentuk masukan, tanggapan, laporan atau pengaduan kepada penyelenggara dan 
atasan langsung penyelenggara atau pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan atau media massa. Penyelenggara wajib memberikan informasi 
kepada masyarakat mengenai tindak lanjut penyelesaian masukan, tanggapan dan laporan 
atau pengaduan. Selain itu, keikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik mengacu 
pada prinsip: terkait langsung pada masyarakat pengguna pelayanan; memilki kompetensi 
sesuai dengan jenis pelayanan yang bersangkutan; mengedepankan musyawarah, mufakat 
dan keberagaman masyarakat. Keikutsertaan keterlibatan masyarakat dalam proses 
penyelenggaraan pelayanan publik merupakan faktor utama dan penting yang memberi 
pengaruh dalam membuat kebijakan yang sesuai de- ngan kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat.  

Lembaga pelaksana/aparat birokrasi menerima dan menindak lanjuti respons dari 
masyarakat, baik berupa masukan maupun pengaduan selain itu aparat birokrasi harus 
selalu meningkatkan kemampuan dan kinerja guna meningkatkan kualitas pelayanan 
kepada masyarakat. Kontrol masyarakat tehadap penyelenggara pelayanan publik akan 
memberikan dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. 
Ketiga unsur tersebut saling berkaitan erat merupakan sebuah sistem yang saling bersinergi. 
Jika salah satu tidak berjalan dengan baik akan menimbulkan ketidakseimbangan yang 
dapat memberi pengaruh pada peningkatan kualitas pelayanan publik. 

 

KESIMPULAN 
Penerapan model demokrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Pertama, 

pasca reformasi tindakan pemerintah daerah/penyelenggara pelayanan publik bersikap 
tertutup, sikap penyelenggara yang seharusnya pada posisi melayani masyarakat/melayani 
apa yang dibutuhkan masyarakat. Saat ini yang terjadi justru sebaliknnya, penyelenggara 
dilayani masyarakat, sehingga timbul asumsi bahwa institusi pelayanan identik dengan 
pelayanan yang tidak responsif, berbelit-belit, lamban, biaya tinggi, keadaan ini adalah 
akibat dari pengaruh sistem sentralistik yang bersikap top down. Keadaan ini mengakibatkan 
tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara penyelenggara dan masyarakat yang 
berkepentingan sehingga kebijakan pelayanan publik tidak sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. Keadaan ini menimbulkan rendahnya kualitas pelayanan publik. 

Kedua, menetapkan standar pelayanan publik, tidak sensitif terhadap kebutuhan dan 
kepentingan masyarakat, sehingga dalam penerapan pelayanan menimbulkan kesenjangan 
yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, faktor evaluasi sangat 
penting untuk mengetahui penyebab timbulnya kesenjangan. Dalam Pasal 20 masyarakat 
dan penyelenggara pelayanan publik melakukan diskusi, musyawarah, dan menerima 
masukan dari masyarakat dapat dijadikan bahan untuk perbaikan dalam upaya 
meningkatkan kualitas pe- layanan publik agar sesuai dengan harapan masyarakat. 

Ketiga, kemampuan birokrasi yaitu petugas yang menyediakan pelayanan publik 
bagi masyarakat, masih belum bersikap netral karena masih dipengaruhi oleh kepentingan-
kepentingan politik dan ekonomi tertentu (kepentingan daerah). Keempat, kontrol 
masyarakat dan pengaduan masyarakat belum berjalan optimal karena masyarakat belum 
banyak mengetahui bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mela- kukan pengawasan 
dan pengaduan dengan menyampaikan keluhan-keluhan apabila penyelenggara melakukan 
penyimpangan dari muatan /substansi standar pelayanan. 

Sebagai saran, model demokrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik harus 
memuat beberapa indikator. Pertama, sikap keterbukaan dan transparan dari Lembaga yang 
membentuk peraturan daerah tentang pelayanan publik dalam menerima masukan-
masukan dari masyarakat/kelompok yang berkepenting- an sehingga dapat mengakomodir 
kebutuhan dan kepentingan masyarakat, yang dimulai sejak membuat naskah akademik 
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sampai menyusun draft, sampai evaluasi. Kedua, masyarakat/ stakeholders ikut menyusun 
dan menetapkan standar pelayanan mulai dari menyusun draft awal sampai dengan 
evaluasi, keputusan diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. 

Ketiga, sanksi yang tegas bagi penyelenggara pelayanan publik jika memberikan 
pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan melanggar larangan yang telah 
diatur dalam perundang-undangan, sanksi diberikan dalam benyuk teguran tertulis, 
penurunan pangkat lebih rendah selama satu tahun sampai dengan pembebasan dari 
jabatan dan pemberhentian dengan tidak dengan hormat, selanjutnya untuk perbuatan 
melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara dalam bentuk tindak pidana yang 
dijatuhkan sanksi berdasarkan keputusan pengadilan. Keempat, masyarakat berhak 
mengontrol dan menyampaikan pengaduan atau keluhan jika pelayanan yang diterima 
tidak sesuai dengan harapan yang telah dijanjikan oleh pemerintah/pemberi pelayanan. 
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